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LATAR BELAKANG

\

Qaka itu, kebijakan kesehatan dan
pemulihan ekonomi sejatinya harus
berjalan beriringan dengan penuh




LATAR BELAKANG

Dampak pandemik COVID-19 telah memperlambat ekonomi  dunia secara masif
dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia.

Masih diperlukan pemberian insentif perpajakan dengan mempertimbangkan
keterbatasan kapasitas fiskal Pemerintah untuk mendukung program |
penguatan kesehatan masyarakatdan

Pemberian insentif perpajakan harus o
» . kepada sektor tertentu yang tertahan d
yaitu jasakesehatan,jasapendidikan, ja

)  cdjp
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Pokok perubahan

Secara umum, ketentuan dan tata cara masingmasing insentif tetap
sesuai PMK9/PMK.03/2021. Perubahan yang diatur antara lain :

A Perpanjangan jangka waktu pemberian insentif s.d. Desember 2021
A Kriteria penerima perpanjangan insentif:

A Penyesuaian KLU,

A WP PP23,

A WP P3TGAI, dan

A Tidak termasuk WP KITE dan KB

__________________________________________

_______________________

A Ketentuan pemb
fasilitas harus m

A Ketentuan jangk
insentif PPhPas
untuk masaPaja

A Relaksasi penya




1.

PERLUASAN INSENTIF PAJAK ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI PANDEMICOVID-19

PPhPasal21 Ditanggung Pemerintah

(DTP)

A Karyawan ber-NPWP danpenghasilan
bruto bersifat tetap dan teratur yang
disetahunkantidak lebih dari 200 juta

PPhFinal UMKM Ditanggung Pemerintah

PPhFinal DTP padasektor padat karya
tertentu

Pembebasan dari pemungutan PPhPasal
22 Impor

Pengurangan Angsuran PPhPasal25

Pengembalian pendahuluan PPNsebagai
PKPberisiko rendah bagi WP yang
menyampaikan SPT Masa PPNebih bayar
restitusi paling banyak 5 miliar rupiah

ToTo To DeToBe Do DeToDe Do Do Do Dod» Dolo Do o Iw

To T o

Sektor tertentu (1.189KLU), WP KITE KB
Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB)
Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk
semua cabang (WP sektor tertentu/KLU)

Laporan realisasitiap bulan

Insentif s.d. Juni 2021

WP PP 23 Tahun 2018

WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup
menyampaikan Laporan Realisasi

Laporan Realisastiap bulan paling lambat tgl 20 bulan
berikutnya

WP PP 23tidak lapor realisasitepat waktu tidak dapat
memanfaatkan insentif

Insentif s.d.Juni 2021

PPhfinal jasakonstruksi DTPbagi Wajib Pajak penerima P3TGAI
Laporan realisasitiap bulan

Pemotongan tidak lapor realisasitepat waktu tidak dapat
memanfaatkan insentif .

Insentif s.d. Juni 2021

Sektor tertentu (730 KLU)
WP KITE & KB
Insentif s.d.30 Juni 2021

Pengurangan Angsuran PPhPasal25 sebesar 50%

Sektor tertentu (1.018 KLU), WP KITE& KB

Insentif s.d. Juni 2021, sejak

V Masa Pajak Pemberitahuan disampaikan ; atau

V Masa PajakSPTTahunan 2020 disampaikan, dalam hal
tertentu.

Sektor tertentu (725 KLU)
WPKITE &KB
Insentif s.d.Juni 2021

o oDe oo DoDo o Do Ix

oo Do Do Do Ix

To T o

A

Sektor tertentu (1.189KLU)

Pemberitahuan pusat & cabang

Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk semua
cabang (WP sektor tertentu/KLU)

Laporan realisasitiap bulan

Insentif Juli 2021 s.d. Desember 2021

WP PP 23 Tahun 2018

WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup
menyampaikan Laporan Realisasi

Laporan Realisastiap bulan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya
WP PP 23tidak lapor realisasitepat waktu tidak dapat
memanfaatkan insentif

Insentif diperpanjang s.d. Desember 2021

PPhfinal jasakonstruksi DTPbagi Waijib pajak penerima P3TGAI
Laporan realisasitiap bulan

Pemotongan tidak lapor realisasitepat waktu tidak dapat
memanfaatkan insentif .

Insentif diperpanjang s.d. Desember 2021

Sektor tertentu (132 KLU)
Insentif Juli 2021 s.d. 31 Desember 2021, sejak SKBditerbtikan

Pengurangan Angsuran PPhPasal25 sebesar 50%
Sektor tertentu (216 KLU),

Insentif Juli 2021 s.d. Desember 2021, sejak Masa Pajak
Pemberitahuan disampaikan

Sektor tertentu (132 KLU)
Insentif Juli 2021 s.d. Desember 2021

www.pajak.go.id



PPh PASAL 21 DITANGGU
untuk pegawal dengan pengh
tidak lebih dari 20

Cdip




PPh PASAL

______________________________________

Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:

a. menerima/memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerjayang memiliki
kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)*tertentu sebagaimanapada
Lampiran kode KLUWajib Pajakyang mendapatkan Insentif PPhPasal
21 Ditanggun

b. memiliki NP

c. pada masap
Penghasilan
tidak lebih d

*) s



PPh PASAL

______________________________________

Penentuan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Pemberi Kerja:

KLUsesuaiSPTTahunan2019 A dalam hal:
1. Pemberi Kerjamemiliki kewajiban lapor SPT
Tahunan PPhTahun Pajak2019, dan
2. Kode KLU di SPTTahunan PPhTahun Pajak2019
samadengan kode KLU dimasterfile DJP

KLU sesuaiMasterfile L



PPh PASAL

______________________________________

A PPhPasal2l DTPharus dibayarkan secaratunai oleh pemberi
kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai

A Dikecualikan dari Insentif PPhPasal21 DTPdalam hal penghasilan
pegawai berasaldari APBN/APBD dantelah ditanggung
pemerintah PPhPasal21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan

A Dalam hal pe
menyampai
maka atas ke

A PPhPasal21
sampai deng



- ————

P e e e e e e

A Pemberi kerja menyampaikan
pemberitahuan kepada Kepala
KPPmelalui salurantertentu pada
laman www.pajak.go.id

A Pemberitahuan pemanfaatan
insentif (berdasarkankriteria KLU)
hanya diajukan oleh WP Pemberi
Kerja yang berstatus pusat dan
insentif berlaku untuk pusat
beserta seluruh cabang yang
terdaftar dan memiliki kewajiban
PPhPasal21

A Insentif berlaku sejak Masa Pajak
pemberitahuan sampai dengan
Masa Pajak Desember 2021

Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh
Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau

Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
—— |

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama T —— (3)
NPWP B SMRee:: 3 L FEREREDE 15 4 RIS § £ ¢ (4)
Jabatan Bl e & 55 3k ARG 5 5 R ACRAREE &4 1 5 4 (5)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:
Nama
NFWP
Kode K

Alamat

memberitahukan: (1
[l Pemanfaatani
[[] Pengurangan
terutang sebes
gghagaimana diatur
Pajak ......... 2021 s

PPh PASAL




PPh PASAL

Kewajiban pemberi kerja yang
memanfaatkan insentif PPhPasal21 DTP

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)
Status Laporan Realisasi : (] Normal [] Pembetulan *)
A Pemberi Kerja harus menyam paikan Laporan Wajib Pajak Pemberi Kerja D e :;:;
) ) . NPWP  erereeeereretoreareretsearesetasreteaesaes
Realisasi PPh Pasal 21 DTP melalui saluran Kode KLU e o
tertentu pada laman www.pajak.go.id Masa Pajak ! eeeessensss s @)
A Pe m be rl ke rJ amem b uat SS P/kod e b| I I | n g yan g ijﬁmlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP | ...... orang (5)

. . . .. . | Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak .......... 2021 (6) RP s sanenms (7)
dibubuhi Cap/tullsan* dan dlSImpan Sebagal ?E.ﬁﬁlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak .......... 2021 (8) Rp oo 9)
dokumentasi " |

; Daftar
A Pemberi Kerjayang memanfaatkan insentif ini No.

(10)

berdasarkan kriteria KLU,menyampaikan
laporan untuk masing-masing realisasi —
pemanfaatan insentif pada pusat dan seluruh
cabang dengan data yang lengkap dan valid, -
seperti nama dan NPWP pegawai

*) pilih
* )JPPRPASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOM@RP MK . 03/ 202 1




PPh PASAL

Kewajiban pemberi kerja yang
memanfaatkan insentif PPhPasal21 DTP

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Status Laporan Realisasi : (] Normal [] Pembetulan ¥)

Wajib Pajak Pemberi Kerja D e e (1)

A Laporan disampaikan paling lambat tanggal S,

20 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak Masa Pajak e e @)
berakhir [Jumiah pegawal yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP | .. orang B
iilmlah Penghasilan Bruto Masa Pajak .......... 2021 (6) RP i scaniams (7)
. | Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak .......... 2021 (8) Rp ... 9)

A Penyampaianlaporan realisasioleh pemberi
kerja yang meleblhl batas Waktu yang Paftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP:
ditentukan, tidak dapat memanfaatkan ‘
insentif PPh Pasal 21

A Pemberikerja dapat menyampaikan
pembetulan ataslaporan realisasiPPhPasal21
DTP palinglambat akhir bulan berikutnya
setelah batas waktu pelaporan realisasi




- INSENTIF PAJAK
T

PPh FINAL UMKM DITAN
Berdasarkan Peraturan Pemeri
wdjp




_____________________________________ \ PPh FINAL

______________________________________

Wajib Pajak yang:

a. memiliki peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final
berdasarkan PPNomor 23 Tahun 2018

DAN

b. menyampaikan Laporan realisasi PPh final ditanggung
Pemerintah * melalui saluran tertentu pada laman

(Wajib Paj:

PPhfinal ditan
Januari 2021

*) bagi WP yang bel
sebagaipermoho



PPh FINAL

A Untuk transaksidengan pemotong/pemungut, Wajib Pajak
menyerahkan fotokopi Surat Keterangan

A Pemotong/pemungut melakukan konfirmasi Surat
Keterangan ke laman www.pajak.go.id pada menu
Rumah Konfirmasi Dokumen

A Dalamhal S
pemotong /{
pemotonga
Atas PPhfin
pemotong /|
kode billing
DITANGGUN




Kewajiban Wajib Pajak yang PPh FINAL

memanfaatkan insentif PPh

LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

flnal dltanggung Pemerlntah Status Laporan Realisasi : O Normal [ Pembetulan *)
Wajib Pajak PP  §
NPWP ettt s 2)
Masa Pajak E (% 183 a4 8 FRVIRN % § SNSRI SR RS (3)

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau

A WP dimaksud harus menyampaikan Laporan

Pemungut Pajak

realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah PPh
meIaIUI Saluran tertentu pada Iaman No. Lokasi NPWP Lo}iusi | NPWP Pemotong | Peredaran | Final
. . Usaha (4) Usaha (5) atau Pemungut (6) | Bruto (7) DTP
www.pajak.go.id | @
1. T
A Laporan realisasiPPhfinal ditanggung %
. . . 3.
Pemerintah meliputi PPh terutang atas -
penghasilan yang diterima /diperoleh WP Jumlah {
. . 2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi selain dengan Pemotong atau
termasuk dari transaksidengan pemungut Pajak
Pemotong/ Pemungut No, | Lokasi | NPWP Lokasi | Peredaran Bruto | PPh Final DTP |

Usaha (4) | Usaha (5) (9) (10)

A SSP/lcetakan kode billing yang dibubuhi B |
cap/ t uPPhWFHNAIDITANGGUNG — |
PEMERINTAH EKS PMK NOMOR [Dst |
82/PMK.03/20216 jik& ada transaksidengan
Pemotong/Pemungut Pajak); agardisimpan Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.
sebagai dokumentasi

Jumlah




.' Kewaj | b an WaJ | b Paj ak yang LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH P P h Fl NAL

. . Status Laporan Realisasi : [] Normal [] Pembetulan *)
memanfaatkan insentif PPh e t

NPWP et 2)
Masa Pajak a0 R . A 98 AR S KB (3)

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau

Pemungut Pajak

A Laporan realisasidisampaikan paling | vokasi | NP Lokasi | NPWP Pemoton | Peredaran P
lambat tanggal 20 Bulan berikutnya J I i e
setelah Masa Pajak berakhir I |

3.

A Wajib Pajakyang menyampaikan laporan s b |
realisasimelebihi batas waktu yang 2. ::Izp;:r:ui:;edamnnmr.natas't'ransaksi selain dengan Pemotong atau
ditentukan, tidak dapat memanfaatkan T Gokasi | NPWP Lokt | Feredaran Bruto | PPR el DTP |
insentif PPhFinal DTP (e | T N S

A Wajib Pajakdapat menyampaikan f - | —]

| Jumlah 1

pembetulan ataslaporan realisasiPPh

Final DTPpaling |am bat akhir bU|an Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.
berikutnya setelah batas waktu pelaporan |
realisasi




. PEMBERIAN INSENTIF PPh FINAL

_______________________________________

INSENTIF [COVID-19 °

Alur Pelaporan reporting

1. Login eReporting

2. Klik button "tambah" pelaporan

(6) WhatsApp % ([} 7STEPS MUDAH LAPOR X ' [7 INSENTIF PAJAKLUAS X / ( Pilih Jenis Pelaporan - P= X

< C 1Y | & Secure | https://ereportingcovid19.pajak.go.id/pelaporan

Profil ~ Peraturan ~ Unduh ~ Informasi Publik ~

wdjp

3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru p»

4. lIsikan kode keamanan sesuai permintaan
sistem reporting

‘ - Pilih Jenis Pelaporan Realisasi -- v |

5. Unduh dan mengisi laporan realisasi

realisasi pemanfaatan insentif pajak

pada fi Ie Excel COVID19, pastikan anda berhak untuk

memanfaatkan fasilitas insentif pajak

(agar diperhatikan format penamaan file)

2. Untuk panduan penggunaan aplikasi,
silahkan unduh pada link berikut:
User_Manual_ereportingcovid19.pdf

Pembebasan PPh Pasal 22 (PMK-28)

Pasal 22 Impor (PMK-44)

Pasal 23 (PMK-28)

Pemb an
6 . Val i d aSi m aC ro zz?giu(neal; Angsuran PPh Pasal 25 (PMK-44)

PPN DTP (FMK-28)

7. Upload file Excel Laporan Realisasi

15.10
R A Z
£~ G E N

20
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____________________________________

INSENTIF [COVID-19 °

Alur Pelaporan reporting

1.

2.

Login eReporting

Klik button "tambah" pelaporan

O (6) Whatsipp

PPh FINAL

x 7 STEPS MUDAH LAPOR X INSENTIF PAJAK LUAS X / Pilih Jenis Pelaporan - Pe X
o p

&« C ) | @& Secure

Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru

Isikan kode keamanan sesuai permintaan»
sistem

Unduh dan mengisi laporan realisasi
pada file Excel
(agar diperhatikan format penamaan file)

Validasi macro

Upload file Excel Laporan Realisasi

https://ereportingcovid19.pajak.go.id/pelaporan

Permintaan Kode Keamanan

Lanjutkan »



_______________________________________

PPh FINAL

N ———

INSENTIF [COVID-19 °

Alur Pelaporan reporting

1. Login eReporting

2. Klik button "tambah" pelaporan

(6) WhatsApp X [} 7 STEPS MUDAH LAPQO X [ INSENTIF PAJAK LUAS X L Rekam Pelaporan PPh Fii X
& C (Y | @& Secure | hitps;//ereportingcovid19.pajak.go.id/pelaporan/rekam
3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru Feporting
4. lIsikan kode keamanan sesuai permintaan e

validasi file menggunakan format yang i sebelumnya.

.
telah disediakan dengan mengaktifkan
I fitur macro.

2. Apabila anda belum memiliki format file

Pelaporan berhasil di upload

5. Unduh dan mengisi laporan realisasi

824717920504000_0404_2020_01_00.xls

H . Pastikan format penamaan file sebagai
pada 1le eXxce

(agar diperhatikan format penamaan file) e

E: 2 digit (Kode Pelaporan Realisasi) @ Upload
F: 2 digit (Kode Pembetulan Ke-)
Kode Pelaporan Realisasi PPh Final DTP

6. Validasimacro R

g) diisi 00, dan apabila
ingin melaporkan pembetulan diisi 01

CE ) D ND e B

7. Upload file Excel Laporan Realisasi e e

22




INSENTIF PAJAK

PPh FINAL JASA
DITANGGUNG




PPh FINAL

______________________________________

A Wajib Pajak PenerimaProgram PercepatanPeningkatan
| Tata GunaAir Irigasi (P3-TGAI), yaitu:
|

a. Perkumpulan Petani PemakaiAir (P3A),

b. Gabungan Perkumpulan Petani PemakaiAir (GP3A),
dan/atau

c. Induk P

yang melak
dari jasa kg
P3TGAI

A Wajib Paja
disahkan ol
Sungai ata

: Umum dan
dip




PPh FINAL

A Wajib Pajak yang:

a. memiliki penghasilan dari usaha jasa konstruksi ; dan
b. merupakan Wajib PajakP3-TGAI

PPh Final ditanggung Pemerintah

diberikan sej
Masa Pajak I
A Pemotong P&
melakukan
A Penghasilana
diperhitungke
pajak.
djp




Kewajiban Pemotong Pajak terkait
pemanfaatan insentif PPh final
ditanggung Pemerintah

APemotong Pajakdimaksud harus menyampaikan
Laporan Realisasi PPh Final ditanggung
Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman
www.pajak.go.id

APemotong Pajak harus membuat SSP/cetakan
kode billing yang dibubuhi c ap/ t uAPh s an
FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG
PEMERINTAH EKS PMK NONRB2/PMK.03/20216 ,

A Laporan Realisasidisampaikan paling lambat
tanggal 20 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir.

APemotong Pajakyang tidak menyampaikan
Laporan Realisasisampai dengan batas waktu
pelaporan, tidak dapat memanfaatkan insentif .

APemotong Pajakdapat menyampaikan
pembetulan Laporan Realisasipaling lambat akhir
bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan.

PPh FINAL




